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BUPATI LINGGA

O PROV暮NS重KEPULAUAN R脚

PERATURAⅣ BUPAT量L重NGGA

NO舶OR 4 TAHUN 2O18

富E聞置AⅣG

PEL霊舶PAHAN PELAKSANAAⅣ KEKUASAAN PENGELOLAAN K田UANGAN

DAERAH KABUPATEN L霊NGGA TAHUN ANGGARAN 20 1 8

DENGAN RAHMAT TUHAN YAHG MAHA ESA

BUPATI L重NGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja

Daerah Kabupaten Lingga secara tertib, efektif; e範sien,

transparan dan bertanggungjawab, guna menunjang

Pelaksanaan pelayanan prima dalam penyelenggaraan

Pemerintahan’ Pembangunan dan pelayanan kepaLda

masyarakat, maぬ　Bupati Lingga selaku pemegang

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat

melimpahkan sebagian kewenangannya berdasarkan

PnnSIP Pemisahan kewenangan antara yang

memerintahkan, menguji dan yang menerima atau

mengeluarkan uang sesuai ketentuan pasa1 5 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thhun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b・ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan

dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan

Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Lingga

Tahun Anggaran 20 18



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor　31 Tahun　2OO3　tentang

Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 434 1);

2. Undang　-　Undang Nomor　33　Tahun　2004　tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah fusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3・ Undang -　Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan kedua

atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4O9O) ;

5. Peraturan Pemerintah Nonor 58 Tthun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor O3 Tahun 20O7 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dan Informasi Lpaoran Penyelenggaraan



Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2007　Nomor 19’

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

7・ Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Mentri Dalam Negeh Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mentri Dalam

Negeri Nomor 13　Tahun　20O6　tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Thhun 201 1 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 12 Tahun

20 1 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah

Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 20 18

9. Peraturan Bupati Lingga Nomor lO9 Tahun 2017 tentan

Per可abaran Anggaran Pendapatan dan Bela可a Daerah

Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2O 1 8.

MEMUTUSKAⅣ :

蘭enetapkan : PERA富URAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN

PELAKSANAAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2O 18

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas瓢l

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1・ Daerah adalah Kabupaten Lingga

2・ Pemerintah Daerah adalah Bupa缶dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3・ Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selarjutnya disingkat OPD adalah

Perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /

Pengguna barang.



5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah sela可u血ya disebut TAPD, adalah Tim

yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan di pimpin oleh Sekretaris

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya

terdiri dari PQjabat Perencana Daerah, PPKD dan P匂abat Lainnya sesuai

dengan kebutuhab.

6・ Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kew勾iban Daerah dalam rangka

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

Hak dan Kewajiban Daerah tersebut.

7. Satuan Ke事a Pengelola Keuangan Daerah yang selar可utnya disingkat

SKPKD adalah Perangkta Daerah pada Pemerintah Daerah selaku

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan

Pengelola Keuangan Daerah.

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang

karena Jabatamya mempunyai kewenangan menyelenggarakan

keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. P匂abat Pengelola Keuangan Daerah yang selar互utnya disingkat PPKD

adalah Kepala Satuan Ke車a Pengelola Keuangan Daerah yang selanju血ya

disebut dengan Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan

Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

1 1. Pengguna Anggaran adalah P匂abat Pemegang Kewenangan Pengguna

Anggaran untuk tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinrlya.

12. Pengguna barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan

barang milik Daerah.

13・ Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sela両utnya disingkat Kuasa BUD

adalah pQjabat yang dibeh kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

BUD.

14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah p匂abat yang dibe正　kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan peng鋼rna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fugsi OPD.

15・ Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupa伍untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasa1 2

Bupa缶Lingga selaku pemegang kekuasaan pengelolan keuangan daerah

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada :



1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hngga selaku koordinator pengelola

keuangan daerah ;

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD〉 selaku P匂abat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.

3・ Organisasi Perangkat daerah (OPD) selaku p匂abat pengguna anggaran /

Pengguna barang.

Pas血3

(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

mempunyai tugas koordinasi dibidang :

a. Penyusunan dan pelaksanaan ke坤akan pengelolaan APBD;

b・ Perryusunan dan pelaksanaan ke坤akan pengelolaan barang daerah;

C. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. Penyusunan Ranperda APBD,　Perubahan APBD’　dan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

e. Tugas - tugaS PQjabat perencana daerah, PPKD, dan pQjabat pengawas

keuangan daerah;

f. Penyusanan laporan keuangan daerah dalam rangka

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

g・ Memimp血Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

h・ Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

i・ Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

j. Memberikan perset可uan pengesahan DPA - OPD / DPPA - OPD;

k・ Melaksanankan tugas　-　tugaS koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala

Daerah

(2) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah atas

Pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.

BABIII

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Organisasi Perangkat Daerah

Pas粗4

(1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku

PQjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;



b・ Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama

- Sama Badan PerencanaLan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Lingga dibawah Koordinator Sekretaris Daerah;

C・ Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi BUD;

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah.

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai

P匂abat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan

fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang :

a・ Menyusun keb$akan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. Mengesahkan DPA- OPD / DPPA - OPD;

C. Melakukan pengendalian pelaksana APBD;

d・ Memberikan petuI可uk teknis pelaksanaan system penerimaan dan

Pengeluaran kas daerah;

e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f Menetapkan SPD:

g・ Menyiapkan pelaksanaan plrUaman dan pemberian pl]町aman atas

nama pemehntah daerah

h. Melaksanakan aystem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i・ Meny萄ikan informasi keuangan daerah;

j. Melaksanakan keb竜akan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang m班k daerah.

(3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku P匂abat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pelaksanaan tugasnya

berkewajiban menyanpaikan laporan pertang糾ngjawaban kepada kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

PQjabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasa1 5

P匂abat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahar Umum Daerah

(BUD) menur互uk pQjabat di血gkungan satuan ke寄a pengelola keuangan

daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.



Pas瓢6

(1) Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :

a. Merryusun keb$akan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b・ Mengesahkan DPA - SKPD / DPPA - SKPD;

C. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d・ Memberikan petu可uk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

Pengeluaran kas daerah;

e. Melaksanankan pemungutan pajak daerah;

f. Menyiapkan anggaran kas;

g・ Menyiapkan dan menetapkan SPD;

h. Menyimpan seluruh buk也asli kepemilikan kekayaan daerah;

i. Menyimpan uang daerah;

j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /

menatausahakan investasi daerah ;

k. Menyiapkan pelaksanaan pl叩anan dan pemberian pl勘aman ataS

nam pemerintah daerah;

l. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

m. Meny勾ikan informasi keuangan Daerah;

n. Melaksanakan keb$akan dan pedoman pengelolaan serta

Penghapusan barang milik daerah;

(2) Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang di tu垂uk;

C. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

Pelaksanaan APBD ;

d. Melaksanakan pemberian pl町aman ataS nama Pemerintah daerah;

e. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;

f. Melakukan penagihan piutang daerah;

Pas弧7

Kuasa Bendahara Umum Daerah bertang即ngjawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).



Bagian Ke缶ga

Satuan KeIja Perangkat Daerah

Pasa1 8

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran /

Pengguna barang mempunyai tugas :

a. Menyusun RRA- OPD;

b. Menyusun DPA- OPD;

C. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belaI可a;

d. Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;

e・ MelakukanpenguJlan ataS tagihan & meme正ntahkan pembayaran;

f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan p勾ak;

g・ Mengadakan iaktan / PeIjanjian ke車asama dengan pihak la血dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;

i. Mengelola Utang dan piutang yang menjadi tanggun由awab OPD yang

dipimpinnya ;

j・ Mengelola barang m址k daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggungjawab OPD yang dipimpinnya;

k・ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang

dipimpinnya ;

l. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;

m. Melaksanakan tugas-tugaS Pengguna anggaran / pengguna barang

lainnya berdasa血an kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KETENTUAN PENUTUP

Pas瓢9

Dalam hal diperlukan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat

melimpahkan kewenangan kepada PQjabat lain di lingkungannya sesuai

dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pas瓢lO

Kepala BPRAD selaku P匂abat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lingga

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Lingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.



Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatamya dalam IJemb劃弧Berita

Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga

Pada tangga1 2 Januari 2018

Diundangkan di Daik Lingga

Pada tangga1 2- Januari 2018

P重t.SEKRETARTS DAERAH

KABUPATEN L重NGGA,

BERITA DAERAH KABUPATBN LINGGA mHUN 2O18 NOMOR gr


